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KEDUDUKAN KERAPATAN ADAT NAGARI SETELAH BERLAKUNYA
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7
TAHUN 2018 TENTANG NAGARI

(Studi di Kenagarian Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota)

Bunga Aulia Putri*, Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H.,M.H.*,Program Studi Ilmu
Hukum®, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Padang®
Email: Bungaauliaputri27@gmail.com

ABSTRAK

Kedudukan Kerapatan Adat Nagari (KAN) telah berubah setelah berlakunya
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.
Pada setiap nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN) membentuk peradilan adat nagari
sebagai lembaga permusyawaratan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan
Nagari. Rumusan masalah :1)Bagaimanakah kedudukan Kerapatan Adat Nagari
(KAN) setelah berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun
2018 tentang Nagari di Kenagarian Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota;
2)Apasajakah kendala-kendala yang dihadapi Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat di Kenagarian Sarilamak,
Kabupaten Lima Puluh Kota; 3)Bagaimanakah upaya-upaya Yyang dilakukan
Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyusun peraturan nagari bersama Wali
Nagari Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk membahas mengenai
permasalahan ini, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode yuridis
sosiologis yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan
data primer dan data sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan metode analisa data
yang diperoleh secara kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini dengan teknik wawancara langsung kepada responden. Dari Penelitian
ini didapatkan bahwa kedudukan KAN di Nagari Sarilamak tidak sesuai dengan
Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari yang mana dalam
Perda tersebut, KAN memiliki kedudukan tertinggi di dalam Pemerintahan Nagari.
Sedangkan dalam pemerintahan Nagari Sarilamak, kedudukan tertinggi masih
dilaksanakan oleh BAMUS.

Kata Kunci : Kedudukan, Kerapatan Adat Nagari, Pemerintahan Nagari
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A

BAB |
PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG

Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1
angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Negara seharusnya menjamin tegaknya keadilan dengan menerapkan dan
menegakkan hukum yang ada, termasuk di dalamnya hukum adat. Hukum
juga dijadikan sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintah yang
mengatur pemerintah serta lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan

tindakan apapun.

Dewasa ini, sistem peradilan di Indonesia masih belum sesuai dengan
harapan masyarakat, masih banyak kritik yang dilontarkan dan kerap
menimbulkan keputusan para pencari keadilan terhadap sistem peradilan di
Indonesia. Hal ini dapat dimaklumi karena masyarakat menginginkan agar

lembaga peradilan dapat memberikan keadilan kepada masyarakat.*

Dalam mewujudkan persamaan dan perlindungan hukum, setiap orang
harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlindungan
hukum melalui proses hukum yang dijalankan oleh penegak hukum.

Khususnya pelaku kekuasaan kehakiman, oleh karena itu salah satu tugas

him. 1.

! M. Hatta Ali, 2012, Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan, PT.Alumi:Bandung,
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utama lembaga-lembaga yang berada dalam lingkungan kekuasaan adalah
memperluas dan mempermudah akses masyarakat untuk memperoleh keadilan
(access to justice) sebagai bentuk persamaan di hadapan hukum dan untuk

memperoleh perlindungan hukum.?

Pengkajian tentang penyelenggaraan dan distribusi keadilan di
Indonesia, merupakan hal yang sangat penting untuk dibahas. Pertama, karena
masyarakat Indonesia masih tergolong masyarakat yang majemuk.® Hukum
diharapkan berfungsi sebagai pengayom kepentingan manusia. Agar
kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan
hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat juga karena
pelanggaran hukum, dalam hal ini hukum yang sudah dilanggar harus
ditegakkan. Penegakkan hukum ini seharusnya terkait dengan berbagai asas

seperti kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.*

Pengaturan tentang pelaksanaan hukum adat saat ini tidak diatur
secara rinci oleh penyelenggara kekuasaan kehakiman itu sendiri, meliputi
praktik peradilan adat yang sampai sekarang belum ada kejelasan bagaimana

tatanan yang ideal sebagaimana sistem peradilan umum di Indonesia.

Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah teritorial yang ada di

Indonesia yang memiliki adat dari leluhur sebagai pedoman dalam

2 Ibid, him. 2.

% Soerjono Soekanto, 1982, Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia, Kurnia
Esa:Jakarta, him. 48.

* Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, 1993, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, PT. Citra
Aditya Bakti:Jakarta, him. 1.
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menjalankan kehidupan. Di Minangkabau dalam hukum kekerabatannya
menarik garis keturunan secara matrilineal, kekhasan dari masyarakat adat
Minangkabau lainnya adalah basako, bapusako, dan beragama tunggal yaitu
agama islam. Dalam Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan “Pemerintah daerah provinsi,
daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Berdasarkan
Pasal 18 Ayat (2) tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga
melaksanakan tugasnya untuk menjaga kelestarian adat dan budaya yang ada
agar berjalan dengan teratur dan tidak melenceng dengan apa yang

dijelaskan.’

Menurut Kurnia Warman salah satu provinsi yang pertama di
Indonesia yang sangat cepat menanggapi kebijakan desentralisasi dan
menggunakan untuk revitalisasi pemerintah terendah atau nagari adalah
Sumatera Barat.® Dalam sistem pemerintahan dimana wilayah yang setingkat
dengan kelurahan digantikan menjadi nagari yang sudah ada sejak lama
sebelum Indonesia merdeka, karena dalam sejarahnya pada masa awal
kemerdekaan, pada masa Orde Lama, dan masa Orde Baru terdapat upaya dari

pemerintah Indonesia untuk menghapuskan sistem pemerintah nagari itu

> Ikhsan Fadillah, 2019, Kedudukan Peradilan Adat Setelah Berlakunya Peraturan Provinsi
Sumatera Barat tentang Nagari, Program Sarjana, Universitas Andalas, Padang, him. 3.

® Kurnia Warman, 2010, Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk : Dinamika Interaksi
Hukum Adat Dan Hukum Negara Di Sumatera Barat, HuMa, Jakarta, him. 5.
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sendiri namun daerah terus berusaha untuk mengembalikan itu semua seperti

sediakala.

Keistimewaan negeri (nagari) di Minangkabau terlihat pada susunan
masyarakatnya yang terdiri dari paling sedikit empat suku, masing-masing
suku terdiri dari beberapa kaum, masing-masing suku terdiri oleh seorang
penghulu. Himpunan penghulu di suatu nagari disebut Ninik Mamak. Ninik
Mamak adalah suatu lembaga adat yang terdiri dari beberapa orang penghulu
yang berasal dari berbagai kaum yang ada dalam suku-suku di Minangkabau.
Niniak mamak mempunyai tugas untuk memelihara, mengatur, mengurus

pemanfaatan tanah ulayat di Nagari.’

Tatanan hidup bernagari, segala permasalahan yang ada disuatu nagari
harus diselesaikan secara bajanjang naiak dan batanggo turun, artinya semua
permasalahan harus diselesaikan mulai dari bawah yaitu mulai dari mamak
kemudian kepada kepala kaum. Jika permasalahan tersebut tidak selesai di
kepala kaum maka akan di teruskan kepada penghulu suku. Apabila tidak
selesai permasalahan tersebut barulah sampai kepada Kerapatan Adat Nagari
(KAN). Demikian juga dengan segala hasil Kerapatan Adat Nagari (KAN)

disampaikan kepada anak kemenakan melalui tingkatan atau batangga turun.

" Velly Farhana Azra, 2017, “Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam
Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok Berdasarkan Perda
Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008, Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 2, him.2.
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Penghulu suku menyampaikan kepala kaum dan seterusnya kepada mamak

kepala waris seterusnya kepada kemenakan dan anaknya.®

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membuat Peraturan Daerah
(Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Ketentuan
Pokok Pemerintah Nagari, karena terdapat perubahan paradigma
penyelenggaraan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan
peluang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya
sendiri termasuk menyesuaikan bentuk dan susunan pemerintahan desa
berdasarkan asal-usul dan kondisi sosial masyarakat setempat sebagaimana
mestinya, menata kembali pemerintahan nagari demi kemajuan masyarakat
Sumatera Barat berdasarkan “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi

Kitabullah”,”Syarak Mangato Adat Mamakai Alam Takambang Jadi guru”.g

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018
Pasal 6 Ayat (1) mengatakan pada setiap nagari dibentuk Kerapatan Adat
Nagari (KAN) sebagai lembaga permusyawaratan tertinggi dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. Kerapatan Adat Nagari (KAN)
keanggotaannya terdiri dari perwakilan niniak mamak dan unsur alim ulama
nagari, unsur cadiak pandai, unsur bundo kanduang, dan unsur parik paga

dalam nagari yang bersangkutan sesuai dengan adat salingka nagari.

® Ibid. him. 4.
° Helmy Panuh, 2012, Pengelolaan Tanah Ulayat Nagari Pada era Desentralisasi
Pemerintahan Di Sumatera Barat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, him. 63.
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Kerapatan Adat Nagari (KAN) dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh
2 (dua) orang wakil ketua yang diangkat atau dipilih dari dan oleh anggota
menurut Kketentuan adat salingka nagari. Pembentukan, pemilihan atau
pengangkatan anggota, ketua dan wakil ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN)
diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota sesuai dengan adat salingka

nagari.

Pada setiap nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN) membentuk
peradilan adat nagari sebagai lembaga penyelesaian sengketa masyarakat
tertinggi di nagari sesuai adat salingka nagari. Sebelum sengketa diselesaikan
oleh peradilan adat nagari, harus diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat

keluarga, paruik, kaum dan/atau suku secara bajanjang naiak batanggo turun.

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari ini meliputi susunan
kelembagaan nagari, pengisian jabatan serta masa jabatan kapalo nagari,
dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari berdasarkan hukum adat dan
kelembagaan nagari yang terdiri atas: a) Kerapatan Adat Nagari; b)

Pemerintah Nagari; c) Peradilan Adat Nagari.

Adapun tugas Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah sebagai berikut:
a. Mengawasi penyelenggaraan pemerintah nagari oleh kapalo
nagari;

b. Menyusun peraturan nagari bersama kapalo nagari;
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c. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan nagari tentang

anggaran pendapatan dan belanja nagari.

Sedangkan kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah sebagai
berikut:

a. Memilih dan mengangkat kapalo nagari secara musyawarah
dan mufakat;

b. Menyalurkan aspirasi masyarakat nagari;

c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat dan
budaya nagari;

d. Meminta pertanggungjawaban pelaksana pemerintah nagari
kepada kapalo nagari;

e. Melestarikan nilai-nilai adat dan budaya sesuai adat salingka

nagari.

Nagari Sarilamak adalah salah satu nagari di Kabupaten Lima Puluh
Kota, Sumatera Barat. Nagari yang memiliki luas wilayah 117,97 Km? ini
berbatasan langsung dengan Nagari Solok Bio-Bio, dan Nagari Pilubang,
Kecamatan Harau. Nagari Sarilamak terdiri dari 5 (lima) jorong yaitu Jorong
Sarilamak, Jorong Ketinggian, Jorong Aia Putiah, Jorong Purwajaya, dan
Jorong Buluh Kasok yang memiliki kelompok suku yang berbeda-beda
dengan ninik mamak sebagai kepala suku pada setiap kelompok-kelompok

suku tersebut.

Di Nagari Sarilamak dibentuk Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai
lembaga permusyawaratan dalam penyelenggaraan pemerintah nagari yang

keanggotaannya terdiri dari perwakilan ninik mamak dan unsur alim ulama,
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unsur cadiak pandai, unsur bundo kanduang, dan unsur parik paga dalam
nagari. Maka dari itu Kerapatan Adat Nagari (KAN) memiliki kedudukan

yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah nagari.

Berdasarkan latar belakang, penulis melakukan penelitian dengan
judul: “KEDUDUKAN KERAPATAN ADAT NAGARI SETELAH
BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA
BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI (Studi di

Kenagarian Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota)”

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat

merumuskan pokok permasalahan yang sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan Kerapatan Adat Nagari (KAN) setelah
berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun
2018 tentang Nagari di Kenagarian Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh
Kota?

2. Apasajakah kendala-kendala yang dihadapi Kerapatan Adat Nagari (KAN)
dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat di
Kenagarian Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota?

3. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan Kerapatan Adat Nagari
(KAN) dalam menyusun peraturan Nagari bersama Wali Nagari

Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota?
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C. Tujuan Penelitian

Maka dari itu berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka

tujuan penelitian sebagai berikut:

1.

Untuk menganalisa kedudukan Kerapatan Adat Nagari (KAN) setelah
berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun
2018 tentang Nagari di Kenagarian Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh
Kota.

Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi Kerapatan Adat Nagari
(KAN) dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat
di Kenagarian Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota.

Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan Kerapatan Adat Nagari
(KAN) dalam menyusun peraturan Nagari bersama Wali Nagari

Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota.

D. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil dari apa yang penulis harapkan, maka sesuai dengan

permasalahan yang telah ada maka penulis melakukan penelitian ini dengan

cara:

1.

Jenis penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

yuridis empiris atau yuridis sosiologis, yaitu penulis mendapatkan
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langsung data dari lapangan atau suatu penelitian yang dilakukan terhadap
keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat.*®
2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber
pertama.’* Data ini diperoleh dengan melakukan penelitian langsung
ke lapangan. Dalam mengumpulkan dan mendapatkan data tentang
permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini, juga dapat
diperoleh melalui wawancara dengan Ketua Kerapatan Adat Nagari
(KAN) Kenagarian Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota.

b. Data Sekunder
Data sekunder yaitu data yang mempelajari bahan-bahan pustaka yaitu
dokumen resmi, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan yang
berhubungan dengan kedudukan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Data
sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder:

1) Bahan hukum primer
Bahan hukum primer terdiri dari:
(1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun

1945;

19 5perjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, him. 12.
1 Bambang Sunggono, 2018, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, him.
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(2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah;

(3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

(4) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7
Tahun 2018 Tentang Nagari.

Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari:

(1) Buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian;

(2) Dokumen;

(3) Jurnal dan artikel.

3. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam melaksanakan penelitian, penulis menggunakan teknik

pengumpulan data yang terdiri atas:

1) Studi dokumen, merupakan teknik pengumpulan data yakni

2)

dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-

buku, atau literatur, dan artikel maupun dokumen-dokumen

yang mendukung permasalahan yang akan dibahas oleh

penulis.

Wawancara, adalah teknik pengumpulan data melalui proses

tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya

pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban
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diberikan oleh yang diwawancara.*> Wawancara dilakukan
kepada Bapak Syaiful Ajo Bosa Nan Kuniang sebagai ketua
Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sarilamak untuk memperoleh
informasi mengenai Kedudukan Kerapatan Adat Nagari (KAN)
setelah berlakunya peraturan nagari daerah Provinsi Sumatera
Barat Nomor 7 Tahun 2018 di Kenagarian Sarilamak,
Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Analisa Data

Analisa bahan hukum yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Analisa

kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang

terdapat dalam peraturan perundang-undangan secara norma-norma yang

hidup dan berkembang dalam bermasyarakat. Kesimpulan dalam bentuk

kalimat yang menggambarkan hasil penelitian.*®

12 Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi.., him.105.
3 peter Mahmud Marzuki, 2016, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana Surabaya, him.
105.
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